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ABSTRAK
Nama Penyusun : Suryanti Dwi Puteri
NIM : 10200109053
Judul Skripsi : Kontribusi PT. BNI Syari’ah Dalam Memberdayakan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota
Makassar
BNI Syari’ah adalah suatu lembaga keuangan syari’ah yang kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah dalam meningkatkan kesejahteraan
ekonomi rakyat, yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil.
Dengan demikian dilakukan penelitian untuk mengetahui kontribusi BNI Syari’ah
dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota
Makassar, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap dalam
memberdayakan UMKM di Kota Makassar, serta lagkah-langkah yang ditempuh oleh
pihak BNI dalam memberdayakan UMKM itu sendiri.
Guna mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis
menggunakan metode pendekatan syari’ah dan pendekatan yuridis. Dalam
pengumpulan data, digunakan metode library research dengan membaca dan
menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan kontribusi BNI Syari’ah
terhadap masyarakat terutama dunia usaha. Di samping itu penulis juga menggunakan
metode field research yaitu memperoleh data dari karyawan PT. BNI Syari’ah
Cabang Mikro Veteran Makassar. Dan data yang terkumpul diolah dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian diketahui didalam kegiatannya untuk menyalurkan
pembiayaan BNI Syari’ah memfokuskan pada sektor UMKM. Tetapi terdapat
beberapa hambatan didalam menyalurkan pembiayaan tersebut, di antara hambatan
itu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BNI Syari’ah itu sendiri. Pihak
UMKM masih banyak belum memiliki legalitas usaha dan cenderung tidak berupaya
untuk melengkapinya.
Dengan hambatan tersebut, pihak BNI Syari’ah berusaha untuk
menanggulanginya dengan menerapkan langkah-langkah untuk memberdayakan
sektor UMKM tersebut diantaranya dari segi eksternal yaitu melakukan pemasaran
proaktif atau mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi target pembiayaan dan
mekanisme dalam pembiayaan mudharabah yaitu sebagai langkah untuk memberikan
pembiayaan dalam suatu usaha ataupun dalam mengembangkan usaha, berupaya
menjalin kerjasama dengan BMT yang ada di Kota Makassar, serta mencari sentra-
sentra bisnis yang memprospektif untuk dapat diberikan pembiayaan. Dan dari segi
internal adalah pengembangan jaringan BNI Syari’ah, meningkatkan kegiatan
sosialisasi BNI Syari’ah dan peningkatan sumberdaya manusia perbankan BNI
Syari’ah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan lembaga keuangan menjadi semakin penting dalam memperlancar
kegiatan ekonomi sejalan dengan kemajuan yang dicapai suatu Negara.
Perekonomian yang sudah relatife maju menghendaki pelayanan lembaga keuangan
tersebut benar-benar menjadi sarana pendukung ini masih dilanda krisis ekonomi,
lambaga-lembaga keuangan tersebut diharapkan mampu membantu memulihkan
kondisi perekonomian Indonesia.
Setelah dilanda krisis ekonomi, di Indonesia banyak bermunculan Bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip Syari’ah, lembaga ini memiliki sistem operasional
yang unik dan berbeda dengan sistem operasional pada bank konvensional. Bank
Syari’ah yang sudah beroperasi pada saat itu mampu bertahan ketika krisis melanda.
Selain itu, Bank Syari’ah merupakan pasangan yang cocok untuk usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM). Konsep bagi hasil yang ditawarkan Bank Syari’ah
yang sangat cocok untuk mengembangkan UMKM, karena filosofi bagi hasil adalah
kerjasama yang saling menguntungkan.
Meski perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih, tetapi peluang untuk
membangun kembali penataannya sudah kembali ada celah. Bahkan ada sebagian
pengamat yang memperkirakan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia akan terus
membaik dan menunjukkan peningkatan. Dan sejak tahun 2003 pembangunan
perekonomian nasional sudah diarahkan untuk dapat menciptakan struktur ekonomi
nasional, sehingga tercipta pengusaha menengah yang kuat dalam jumlah yang besar.
2Upaya tersebut diciptakan dengan mendorong terbentuknya kemitraan yang bersifat
mutualisme di antara pelaku ekonomi, yaitu sektor UMKM dan koperasi, usaha besar
swasta dan BUMN yang saling memperkuat.
Untuk saat ini, sektor UMKM merupakan usaha yang mengalami
perkembangan pesat dan mendapat perhatian khususnya bagi lembaga perbankan
syari’ah, karena sejak awal 2001 sejumlah perbankan menggembor-gemborkan
“slogan” keterpihakan membantu membesarkan sektor UMKM, sehingga muncul
ungkapan blessing in disguise bagi UMKM dan koperasi, karena hanya sektor
UMKM yang dianggap “tahan banting” ketika krisis moneter memporak-porandakan
bangunan perekonomian Indonesia.
Upaya untuk membesarkan dan meningkatkan peran sektor UMKM dalam
pertumbuhan nasional, harus terus didorong dan diberikan kesempatan. Namun, tugas
ini bukan semata-mata menjadi tugas perbankan saja. Karena permasalahan sektor
UMKM bukan hanya pada sisi permodalan, tetapi manajemen, teknologi dan akses
masuk pasar. Karena itu, kalangan perbankan yang diprakarsai Bank Indonesia terus-
menerus mencari formula untuk mampu memberdayakan sektor UMKM.
Keberpihakan perbankan tersebut sangat diharapkan oleh pihak UMKM, terutama
perbankan yang menjalankan sistem syari’ah, karena konsep bagi hasil yang
ditawarkan oleh Bank Syari’ah sangat cocok untuk mengembangkan UMKM.
Kemajuan sektor UMKM, akan berdampak besar terhadap kemajuan struktur
ekonomi makro. Upaya untuk membesarkan dan meningkatkan peran usaha sektor
UMKM dalam membantu pembangunan ekonomi Nasional, harus terus didorong dan
diberikan kesempatan. Inilah yang menjadi tugas pokok perbankan di Indonesia
termasuk Bank Syari’ah.
3Pada tahun 2003 terdapat lebih dari 39 juta unit usaha mikro dan kecil
menengah atau 99,8% dari jumlah perusahaan di Indonesia dan 55.000 unit usaha
berskala menengah atau 0,14% dari seluruh perusahaan di Indonesia. Dengan jumlah
tersebut, UMKM mampu meyerap 73,5 juta orang tenaga kerja atau 82% total tenaga
kerja di Indonesia serta memberikan kontribusi hingga 58% dari total produk
Domestik Bruto Nasional.1
Sejauh ini dengan kekuatan 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha
Syariah (UUS) dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang memiliki
jaringan kantor mencapai 3.073 unit, perbankan syariah nasional telah menunjukkan
perannya. Pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM diakhir tahun 2010 telah
mencapai Rp52,6 triliun atau porsinya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan
yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha. Pada akhir tahun 2010 itu,
pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau
pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan syariah
itu sendiri. Sementara jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari
600 ribu rekening atau porsinya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan
perbankan syariah.2
Dengan demikian, UMKM berperan penting bagi pemulihan kondisi
perekonomian, sehingga pemerintah seyogianya dapat memberikan perhatian yang
lebih besar terhadap pengembangan UMKM, termasuk di dalamnya melalui
dukungan modal, bantuan teknologi dan informasi, serta mempermudah jaringan
1Imam Himan, Dkk, Perbankan Syari’ah Masa Depan (Cet 1; Jakarta: Senayan Abadi
Publishing, 2003), h. 145.
2Divisi Usaha Syari’ah BNI, 2012
4pemasaran produk yang dihasilkan. Dalam hal inilah pihak perbankan nasional,
khususnya Bank Syari’ah dituntut untuk mampu bekerjasama dengan pemerintah,
swasta, dan masyarakat secara luas dalam mewujudkan perbankan ekonomi melalui
pembangkitan UMKM secara intensif.
Sebagai salah satu Bank Syari’ah yang ada di Kota Makassar, BNI Syari’ah
telah turut membantu kalangan UMKM yang ada di Kota Makassar, baik dalam
bentuk pemberian modal kerja maupun sebagai mitra bisnis.
Berdasarkan argumentasi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan mengkaji tentang peran kontribusi BNI Syari’ah dalam
memberdayakan usaha kecil dan memengah (UMKM) yang ada di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan hal di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kontribusi BNI Syari’ah dalam
memberdayakan UMKM di Kota Makassar?”. Dan untuk menghindari pembahasan
yang melenceng dari pokok permasalahan, maka penulis membagi beberapa sub
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kontribusi BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran Makassar dalam
memberdayakan UMKM di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat bagi BNI Syari’ah Cabang Mikro
Veteran Makassar dalam memberdayakan UMKM di Kota Makassar?
3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak BNI Syari’ah Cabang
Mikro Veteran Makassar dalam memberdayakan UMKM di Kota Makassar?
5C. Hipotesis
Untuk memperoleh gambaran umum mengenai skripsi ini, maka penulis
mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
1. Kontribusi yang diberikan BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran Makassar dalam
memberdayakan UMKM di Kota Makassar adalah dengan memberikan bantuan
dana.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam memberdayakan UMKM di Kota
Makassar, diantaranya adalah: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat (termasuk
pihak UMKM) tentang operasional perbankan syari’ah, (2) Adanya budaya
manajemen tertutup nasabah, terutama kalangan UMKM, (3) Keterbatasan sumber
daya perbankan dan sumber daya manusia, terutama yang memiliki spesialisasi di
bidang perbankan syari’ah.
3. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran
Makassar dalam rangka memberdayakan UMKM antara lain: (1) Meningkatkan
upaya edukasi dan sosialisasi, (2) Membantu pihak UMKM yang mendapat
pembiayaan dalam hal manajemen, (3) Menetapkan pengawasan rutin kepada
pihak UMKM yang mendapat pembiayaan, (4) Dari segi  internal salah satu upaya
yang dilakukan oleh pihak Bank adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Perbankan.
D. Definisi Operasional
Judul skiripsi ini adalah “Kontribusi PT. BNI Syari’ah Dalam
Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”.
Dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih
6dahulu penulis mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat
dalam judul skripsi ini.
Kata “Kontribusi” adalah segala bentuk tindakan dan pemikiran yang
bertujuan untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama.3
Bank Syari’ah adalah salah satu unit usaha syari’ah yang berada dalam
struktur bank negara Indonesia, yang mana bank itu adalah usaha menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam
bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
orang banyak.4
Kata “Memberdayakan” berasal dari kata berdaya yang berarti berusaha yang
sungguh-sungguh untuk mencapai satu tujuan atau ikhtiar.5
UMKM singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang artinya suatu
ikhtiar yang dilakukan secara terorganisir dan terarah untuk mencapai suatu tujuan,6
dengan jumlah pekerja untuk usaha kecil di bawah 20 orang,7 dan jumlah pekerja 19
sampai 99 orang untuk usaha menengah.
Berdasarkan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam judul
tersebut, maka pengertian judul skripsi ini adalah studi terhadap Kontribusi PT. BNI
3W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Putaka, 1990).
4Republik Indonesia, “Undang RI No. 10 Tahun 1988 Tentang Perubahan Undang-Undang
Tentang Perbankan”, dalam Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan (Cet. III; Jakarta:
Sinar Grafika, 2002), h. 9.
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta:
Balai Pustaka, 1990), h. 189.
6Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM, Kamus Istilah Manajemen (Cet, II; Jakarta: Balai
Aksara, 1983), h. 279.
7Isono Sadoko, Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati (Bandung: Yayasan:
AK TIGA, 1995), h. 31.
7Syari’ah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kota Makassar.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum, pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
tentang kontribusi PT. BNI Syari’ah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang berada di Kota Makassar secara khusus untuk:
a. Mengetahui kontribusi yang dilakukan oleh BNI Syari’ah dalam menyalurkan
pembiayaan di Kota Makassar.
b. Mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak BNI Syari’ah dalam
memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Makassar.
c. Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak BNI Syari’ah dalam
memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S1) di Universitas
Islan Negeri Alauddin Makassar.
b. Sebagai media latihan bagi penulis dan menambah wawasan dan keilmuwan.
c. Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bacaan bagi civitas akademik
dan masyarakat pada umumnya.
d. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran mengenai kontribusi
Bank Negara Indonesia (BNI Syari’ah dalam memberdayakan sektor usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar.
8F. Garis Besar Isi Skripsi
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-
garis besar isi skripsi sebagai berikut:
Bab 1 merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang
menguraikan hal-hal yang melatar belakangi timbulnya permasalahan. Selanjutnya
rumusan masalah berisi tiga pokok masalah yang akan diselidiki. Selanjutnya
hipotesis, yakni jawaban sementara tentang objek yang akan di selidiki dalam
penelitian ini, kemudian tentang pengertian judul mengenai pengertian setiap variable
penelitian kemudian tujuan dan kegunaan penelitian.
Bab  2 menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang pengertian
Bank Syari’ah, sejarah berdirinya BNI Syari’ah, Fungsi dan tujuan Bank Syari’ah,
Serta tinjauan umum tentang usaha mikro kecil dan menengah.
Bab 3 tentang metode penilitian, pada bab ini penulis menerapkan metode
penelitian dengan cara teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa data. Perlu
kita ketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan atau
kualitatif dan objek penelitian skripsi ini adalah manajemen BNI Syari’ah.
Bab 4 memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berupa
data dan realitas yang ada pada objek penelitian selama terjun kelapangan yang akan
dipresentasikan di depan penguji.
Bab 5 sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran bagi
perusahaan yang diteliti.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang PT. BNI Syari’ah
1. Sejarah Berdiri PT. BNI Syari’ah
Alasan mendasar lahirnya Bank Syari’ah sebenarnya lebih berkaitan dengan
masalah keyakinan, dimana syari’at Islam tidak menerapkan praktek riba,
ketidakadilan dan perlunya moralitas dalm melakukan usaha. Penerapan bunga
sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (Bank Konvensional)
dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang ada dalam Islam yang jelas-jelas
dilarang.1
Bank Syari’ah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan
pada prinsip-prinsip syari’at Islam. Bank Syari’ah yang sering pula disebut bank
Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank
Syari’ah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang
operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-qur’an dan Hadist Nabi
Muhammad Saw.2
Berkembangnya Bank Syari’ah di negara-negara Islam berpengaruh di
Indonesia pada awal periode 1980, diskusi mengenai Bank Syari’ah sebagai pilar
ekonomi Islam mulai dilakukan.3 Keberadaan Bank Syari’ah disebutkan dalam
1M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syari’ah (Cet. ; Malang:
UIN Malang Press, 2008), h. 125.
2Ibid.
3Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Kepraktek, Cet. 1. (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 95-97.
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Undang-Undang perbankan tahun 1992 yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan
pemerintah No. 72 Tahun 1992. Bank Syari’ah pun dinamakan sebagai bank tanpa
bunga karena dalam menghimpun dana tidak memberikan imbalan bunga dan dalam
pinjaman tidak dipungut bunga.4
Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syari’ah di Indonesia
khususnya, cukup menggembirakan.5 Salah satunya Bank Syari’ah yang dimaksud
adalah BNI Syari’ah.
Selain adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan Syari’ah, untuk
mewujudkan visinya universal banking, BNI membuka layanan perbankan yang
sesuai dengan prinsip Syari’ah dengan konsep dual system banking, yakni
menyediakan layanan perbankan umum dan syari’ah sekaligus. Hal ini sesuai dengan
UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka
layanan syari’ah.
Di awal pembentukan tim Bank Syari’ah di tahun 1999, Bank Indonesia
kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha
Syari’ah BNI. Setelah itu BNI Syari’ah menerapkan strategi pengembangan jaringan
cabang Syari’ah sebagai berikut:
Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syari’ah membuka 5 kantor cabang
Syari’ah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yokyakarta, Malang, Pekalongan,
Jepara, dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI Syari’ah kembali membuka 5 kantor
4Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial, Cet. 1. (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2006), h. 81.
5Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 189.
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cabang Syari’ah yang di fokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta
dengan 2 cabang, Bandung, Makassar, dan Padang.
Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat
untuk layanan perbankan Syari’ah, tahun 2002 lalu BNI Syari’ah membuka dua
kantor cabang Syari’ah baru di Medan dan Palembang.
Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin
meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BNI Syari’ah
melakukan relokasi kantor cabang Syari’ah di Jepara ke Semarang, sedangkan untuk
melayani masyarakat kota Jepara, BNI Syari’ah membuka Kantor Cabang Pembantu
Syari’ah Jepara.
Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syari’ah membuka layanan
BNI Syari’ah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk
individu yang membutuhkan layananan perbankan yang lebih personal dalam suasana
yang nyaman.
Dari awal beropearsi hingga kini, BNI Syari’ah menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan. Asset meningkat dari Rp 160 Milyar di tahun 2001 menjadi Rp 460
Milyar di tahun 2002. Seiring dengan itu kinerja usaha juga mengalami peningkatan
dengan pencapaian laba sebesar Rp 7,2 Milyar dibanding tahun 2001 yang masih rugi
sebesar Rp 3,1 Milyar. Dana pihak ketiga meningkat sebesar 80% dari tahun 2001
menjadi Rp 205 Milyar. Pembiayaan juga meningkat 163% menjadi Rp 292,9 Milyar.
Data diatas menunjukkan bahwa perbankan Syari’ah memiliki prospek yang
baik dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Pada akhir tahun 2003
dana pihak ketiga meningkat 97,56% menjadi Rp 405 Milyar, pembiayaan meningkat
sebesar 67,57% menjadi Rp 490 Milyar sedangkan laba mencapai peningkatan
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sebesar 281,39% menjadi Rp 27,46 Milyar. Pada tahun 2004 BNI Syari’ah
mendapatkan penghargaan The Most Profitable Islamic Bank untuk yang kedua
kalinya, penghargaan ini berdasarkan penilian oleh Karim Business Consulting
bekerjasama dengan Majalah Mananjemen dan PPM.
2. Pelaksanaan Operasional BNI Syari’ah
BNI Syari’ah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip Syari’ah
seperti jual beli dan bagi hasil serta memiliki beragam produk dan jasa yang mampu
memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.
BNI Syari’ah menyadari bahwa masyarakat yang menghendaki layanan
Syari’ah tiak terbatas pada masyarakat muslim namun juga dibutuhkan oleh seluruh
golongan masyarakat yang menghendaki layanan dan fasilitas perbankan yang
nyaman, adil, dan modern.
Untuk itulah BNI Syari’ah senantiasa melakukan peningkatan kualitas produk,
baik produk dana maupun pembiayaan serta terus menerus melakukan
penyempurnaan pada fitur-fiturnya.6
3. Produk-Produk Yang Ditawarkan Oleh BNI Syari’ah Sesuai Dengan
Prinsip Syari’ah
Sebagai produk perbankan syari’ah saat ini sebenarnya merupakan perpaduan
antara praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi
ekonomi Islam. Namun demikian, dengan keluwesan Bank Syari’ah, produk-produk
6PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk, Buku Profil BNI Syariah Makassar 2010.
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perbankan Syari’ah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan
produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk seperti giro, tabungan, dan
kredit yang di kenal dalam perbankan Syari’ah yakni pada BNI Syari’ah seperti giro
wadi’ah, tabungan wadi’ah dan pembayaran.7
Secara umum, keseluruhan transaksi perbankan Syari’ah terdapat pada BNI
Syari’ah ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni:
1. Produk Pembiayaan
Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk
membiayai kebutuhan masyarakat.
Adapun jenis-jenis pembiayaan yang terdapat pada BNI Syari’ah adalah
sebagai berikut:
a. Pembiayaan personal yang terdiri atas :
1. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku
penjual dan nasabah pembeli.
2. Ijarah Ba’I Wat Takhrij adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli.
Pembiayaan ini sesuai untuk masyarakat yang menginginkan tambahan asset
yang di peroleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan
pemilikan asset tersebut kepada kita selaku penyewa.
b. Pembiayaan produktif yang terdiri atas:
7Ibid., h. 15.
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1. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang padaharga
asset dengan tambahan keuntungan dengan yang disepakati, dengan pihak
bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
2. Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai
kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha
yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa.
3. Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya
disesuaikan dengan proporsi penyertaan. Cocok bagi masyarakat yang telah
memiliki usaha dan bermaksud menggabungkan namun kekurangan dana.
4. Ijarah Bait Wat Takhjiri adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli.
Pembiayaan ini sesuai untuk masyarakat yang menginginkan tambahan asset
yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan
asset tersebut kepada kita.
Adapun keunggulan dari produk pembiayaan personal dan pembiayaan
produktif adalah:
1. Rasa tentram, karena dengan pembiayaan Syari’ah terhindar dari transaksi yang
riba.
2. Rasa aman, karena prinsip Syari’ah akan memberikan pembiayaan yang lebih
afdhal.
3. Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan.
2. Produk Dana
Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk
menghimpun dana masyarakat. Adapun jenis produk dana pada BNI Syari’ah adalah
sebagai berikut:
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a. Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana/
shahibul maal) yang oleh BNI Syari’ah dapat dioperasikan untuk mendapatkan
keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak
penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.
b. Giro wadi’ah merupakan titipan dana murni yang dengan seizin pemilik dan
dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan
bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan
menggunakan media cek atau bilyet giro.
c. Deposito syari’ah merupakan sistem dana masyarakat (pemilik dana/ shahibul
maal) yang oleh BNI Syari’ah dapat dioperasikan untuk mendapatkan
keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak
penabung dan pihak bank sesuai nisbah yang disepakati.
d. Tabungan Haji merupakan simpanan dana masyarakat yang dananya ini
digunakan untuk ibadah haji, dengan pengelolaan dana tabungan haji yang
aman dan bersih sesuai syari’ah. THI Syari’ah dapat membantu mewujudkan
niat haji dengan lebih terencana.
3. Produk Jasa
Produk-produk jasa yang tergabung di sini adalah produk yang dibuat untuk
melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa eksposure
pembiayaan.
Adapun produk jasa dalam BNI Syari’ah adalah:
a. Transfer
Transfer merupakan jasa bank yang umum di kenal masyarakat sebagaimana
ditemui di perbankan konvensional. Pada prinsipnya, transfer adalah jasa bank
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untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah nasabah atau pihak
lain untuk keuntungan penerima. Adapun prinsipnya menggunakan prinsip
Wakalah wal ijarah, dimana bank menerima perwakilan dari nasabah untuk
mengirimkan sejumlah uang tertentu atas jasanya itu pihak bank memungut biaya
tertentu.
b. Kliring
Kliring adalah sarana perhitungan hutang piutang antara bank peserta kliring guna
memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah
tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan transaksi kliring, bank dapat
menerima perintah dari nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu
sebagaimana tercantum di dalam Warkat kliring dan atas perintah tersebut bank
memungut biaya tertentu.
c. ATM
ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin yang dapat melakukan transaksi
yang seharusnya dilakukan oleh teller. Dengan menggunakan ATM, nasabah
dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Atas pelayanan bank ini,
bank akan memungut biaya pemeliharaan tertentu.8
Dalam ayat al-qur’an dijelaskan, sebagaimana dalam surah Al- Baqarah ayat 275
8PT. BNI Syari’ah, Buku Profil BNI Syariah Makassar 2010. op. cit., h. 20
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
Terjemahnya :
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.9
B. Tinjuan Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dilakukan
oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50
orang.10 Yang pembiayaannya berasal dari orang perorangan maupun lembaga
9Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.(Semarang: CV.
Alwaah, 1989),  h. 69.
10M. Darwan Raharjo dan Fachri Ali, Faktor-Faktor Keuangan Mempengaruhi UMKM,
(Jakarta; Ghalia, 1980), h. 17
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keuangan seperti bank. Bank Syari’ah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi
(Intermediary Institusion), yakni mengerahkan atau menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang
membutuhkannya.11
Usaha kecil ini meliputi usaha kecil informal dan usaha tradisional. Usaha
kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan
hukum, antara lain : petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang kaki lima.
Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi
sederhana yang telah digunakan turun temurun dan atau berkaitan dengan seni dan
budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi
sebagian besar rakyat. Adapun usaha menengah itu meliputi usaha nasional (milik
negara atau swasta), usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia.12
2. Syarat-Syarat Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a. Lahan atau tempat usaha
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Teknologi dan Modal
Selain empat syarat minimal faktor produksi dan kemampuan manajemen
dalam mengelola usaha.13
11Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Cet. 1. (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 1
12Susarsono Wijandi, Pengantar Kewirausahaan (Bandung: Bina Karsa, 1998), h. 25.
13Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Cet. 1, ED. 1. (Yogyakarta; Graha Ilmu,
2009), h. 11.
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3. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Peran dan fungsi usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian
masyarakat yaitu:
a. Penyerapan Tenaga Kerja
Usaha kecil memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
b. Pemerataan Pendapatan
Jumlah usaha kecil di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar
dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan
banyak masyrakat yang dapat ikut akses kedalamnya sehingga menghindari
terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.
c. Nilai Tambah Bagi Produk Daerah
Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik di lihat dari
letak geografis maupun sumber daya alamnya.
d. Peningkatan Taraf Hidup
Dengan adanya lapangan pekerjaan berbagai sektor, termasuk usaha kecil dan
menengah, di harapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih
menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah
penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.14
14Ibid, h. 35.
20
4. Perilaku UMKM Dengan Bank
Karakteristik UMKM mempunyai korelasi nyata dengan perilaku UMKM itu
sendiri. Hasil observasi menunjukkan perilaku umum UMKM dengan pihak
perbankan sampai saat sekarang ini kurang harmonis, dalam arti kerjasama antara
keduanya belum maksimal dan optimal. Kesenjangan ini terjadi disebabkan adanya
saling  ketidakpercayaan antara UMKM dengan pihak bank. Ketidakpercayaan ini
terjadi disebabkan manajemen UMKM masih dilakukan secara tradisional, sehingga
ketika meminjam modal ke bank, pihak bank tidak serta merta memenuhinya.
Kesenjangan hubungan ini mengakibatkan minimnya modal UMKM dalam
menggerakkan roda usahanya, maka perlu ada jembatan antara pihak bank dengan
UMKM dalam sistem pembiayaan. Dalam hal ini, sistem syariah merupakan salah
satu jalan mengatasi kesenjangan tersebut.15
C. Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.
PT. (Persero) BNI Syari’ah memiliki visi menjadi bank kokoh dan terkemuka
di Indonesia yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu dan
bermutu, baik untuk nasabah individu, perusahaan maupun lembaga di dalam dan di
luar negeri. Sejalan dengan visi, BNI Syari’ah mendirikan suatu unit usaha yang
disebut Divisi Usaha Syari’ah. Divisi Usaha Syari’ah ini membawahi cabang-cabang
Syari’ah BNI yang pada tahap awal, tepatnya pada 29 April 2000 dibuka di lima kota,
yaitu Pekalongan, Yogyakarta, Malang, Jepara dan Banjarmasin dan pada tanggal
tersebut ditetapkan sebagai milad BNI Syari’ah. Pada 2001 BNI kembali membuka 5
15Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pedoman Bisnis Usaha Kecil
dan Menengah (Jakarta : t.p., 2003), h. 3
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kantor cabang Syari’ah yang difokuskan di kotakota besar di Indonesia, yakni Jakarta
Selatan, Jakarta Timur, Bandung, Makassar dan Padang.16
Sejalan dengan perkembangan bisnis tersebut, maka Organisasi Unit Usaha
Syari’ah (UUS) ditingkatkan menjadi Divisi Usaha Syari’ah (DUSY) sesuai dengan
Surat Keputusan Direksi No. KP/175/DIR/R tanggal 08 Juli 2003.17
Pembiayaan syari’ah disalurkan kepada sektor-sektor riil yang
menguntungkan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Produk
pembiayaan BNI Syari’ah yang ditawarkan ialah murabahah, mudharabah,
musyarakah, rahn (gadai syariah) dan ijarah muntahiyah bittamlik.
Sejak dioperasikannya BNI Syari’ah pada tahun 2000, BNI Syari’ah terus
mengalami perkembangan, dimana Rp 561 miliar tahun 2003 menjadi Rp 892,196
miliar pada tahun 2004, BNI Syari’ah mampu menghasilkan  Return on Asset (ROA)
3,58% pada tahun 2003 dan naik menjadi 3,67% pada tahun 2004. Pencapaian ROA
3,67% tersebut menempatkan BNI Syari’ah sebagai pencipta ROA terbesar
melampaui bank-bank Syari’ah lainnya,18 sekalipun di sisi aset BNI Syari’ah bukan
yang terbesar.
Melihat perkembangan UMKM yang cukup bagus dan tidak banyak terkena
dampak krisis ekonomi  dan moneter, maka turut memunculkan semangat bagi dunia
perbankan Indonesia untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam
peningkatan produktivitas UMKM nasional.
16Divisi Usaha Syari’ah BNI, 2012
17Ibid
18Corporate Secretary BNI, 2005. BNI Syari’ah Masih Yang Paling Menguntungkan
Performa. Edisi April, (Jakarta: PT. Era Media Informasi, 2005).
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Sektor UMKM masih dikonotasikan dengan sejumlah ciri  negatif, seperti
tingginya resiko bisnis UMKM, tidak efisiennya  scale of business UMKM,
lemahnya sistem administrasi bisnis, dan kurangnya pengalaman bisnis dan
penerapan teknologi dalam industri Insutri kecil Menengah (IKM). Ciri negatif itulah
yang berdampak pada rendahnya akses UMKM terhadap pendanaan sektor
perbankan. Dalam konteks inilah, seharusnya perbankan syariah sebagai bagian dari
sistem perbankan nasional dapat memainkan peranan yang penting dalam rangka
memberdayakan sektor UMKM dengan berbagai pola penyaluran pembiayaan kepada
UMKM.19
Merujuk pada kondisi UMKM di Indonesia, perbankan syariah dituntut untuk
mampu bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara luas dalam
mewujudkan perbaikan ekonomi melalui pembangkitan dan pemberdayaan sektor
UMKM. Untuk dapat meningkatan porsi BNI Syari’ah dan memberikan kontribusi
yang lebih besar dalam memberdayakan sektor UMKM, maka dilakukan kajian
terhadap berbagai model pembiayaan yang akan disalurkan yang sesuai dengan
karakteristik UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang erat
kaitannya dengan sistem prudential banking.20
Berdirinya Bank Syari’ah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) di Indonesia awalnya tidak terlepas dari peran yang telah
dilakukan oleh bank-bank yang lain yang telah ada sebelumnya di negara kita ini. Di
mana bank-bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau
19Kurniawan, Y.I, Sektor Usaha Kecil dan Mikro Sebagai Terget Pasar Perbankan, (Jakarta:
Bank dan Manajemen, Ed. Maret-April, 2002), h. 12.
20Muhammad Iqbal, Solusi Jitu Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah (Jakarta : PT. Alex
Media Komputindo, 2004), h. 2.
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membuka kredit kepada orang yang sudah punya “uang” dalam arti penghasilan dan
aset kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah oleh Muhammad Yunus yang
awalnya semua itu dikemas dengan berdirinya Grammen Bank.
Grammen Bank (Grammen berarti pedesaan) yang lebih kita kenal selama ini
wujud konkriknya dalam konteks Bank Syari’ah. Dimana institusi ini didirikan pada
tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi
masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan
kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek itu ditransformasikan menjadi bank di
bawah aturan hukum yang khusus dibuat untuk kreasi pemikiran pengentasan
masyarakat dari kemiskinan.
Ketika kita mencoba melihat dalam satu decade terakhir ini, bisnis perbankan
konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran Bank Syari’ah. Bank
Syari’ah menawarkan alternatife jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi
hasil ( profit and loss sharing principle ) atau profit margin yaitu keuntungan yang
diharapkan oleh bank Syari’ah, sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak
bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam
bentuk tabungan dengan prinsip syari’ah, kini bank syari’ah mulai merambah bisnis
pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif.21
Filosofi Model Bank Syari’ah adalah Credit is fundamental right (Kredit
adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna
memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua
keperluan hidupnya dalam hal ini diujutkan dalam benrtuk terciptanya Usaha Mikro
21Kurniawan, Y.I, Sektor Usaha Kecil dan Mikro Sebagai Terget Pasar Perbankan, op cit., h.
15
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Kecil dan Menengah (UMKM) yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang
ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah
Pemerintah.
Prinsip filosofi dasar bagi pengembangan bank Syari’ah dalam upaya
pengembangan UMKM yang ada dalam masyarakat adalah bantuan yang diberikan
tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang
kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha
perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota
meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit.
Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syari’ah
mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-
kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para
peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan
melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok)
juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas
lapangan bank Syari’ah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara
dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang
benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya
bank Syari’ah dalam pengembangan UMKM yang ada dalam masyarakat kita dalam
hal pemberian bantuan, bank Syari’ah memfokuskan prioritasnya kepada pemberian
kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan
menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang
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telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai
dengan kondisi masyarakat (fleksibel).22
Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh bank Syari’ah tidak
mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota. Yang lebih menariknya dari
kebijakan bank Syari’ah ini dalam upaya memberikan bantuan dana kepada
masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus
dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk
anggota. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan
kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan
kredit.
Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syari’ah, proses
penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih
menguntungkan dibandingkan sektor non UMKM sebab sektor UMKM memiliki
ketahanan bisnis lebih kuat.
Disamping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan
Perbankan Syari’ah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini
mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan
UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan
dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki
kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor UMKM.23
22Ibid., h. 27
23Ernawati. Upaya Meningkatkan Peran UMKM, Warta Kemitraan Bagi Pengembangan
Ekonomi Lokal (KPEL, Jakarta: Edisi Oktober Bappenas, UNDP, UN-HABITAT, 2002), h. 56-60
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bagian ini, penulis berusaha memberikan gambaran tentang bagaimana
penelitian ini dilakukan. Untuk maksud tersebut, maka dalam bagian ini akan
dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan
sampel, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
A. Jenis Penelitian
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan
manusia. Fenomena itu berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,
kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang
berusaha menangkap gejala secara holistic kontektual melalui pengumpulan data dari
subyek yang diteliti sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti
sendiri, yaitu penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis.,
penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran
Makassar yang berlokasi di jalan Veteran Makassar. Adapun target waktu penelitian
yaitu selama satu bulan terhitung dari tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei
2013.
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C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian pengamatan yang bertumpu pada sumber data
berdasarkan situasi yang terjadi atau social situation. Sumber data penelitian yang
penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam penelitian ini,
sebatas pada sumber data atau  informasi yang dijadikan sebagai sumber data
penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel karena populasi
dan sampel digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan penelitian
ini bersifat kualitatif dan tidak bermaksud menggeneralisasikan hasil akhir penelitian
dengan kesimpulan deduktif.
Jadi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah Direktur
Operasinal PT. BNI Syari’ah dan Pegawai bagian analisis pembiayaan PT. BNI
Syari’ah dan dokumen-dokumen atau arsip.
Adapun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yakni:
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan
wawancara dan observasi langsung pada perusahaan sebagai objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari informasi dalam daftar pustaka,
serta bahan-bahan yang berhubunga dengan masalah yang diteliti.
D. Instrument Penelitian
Instrument penelitian adalah alat utntuk fasilitas yang digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data agar pekerjannya lebih muda dan hasilnya lebih baik,
dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih muda dikelola.
Instrument penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu
penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak
menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrument
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penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu
sendiri. Sehingga nantinya memudahkan dalam merangkum permasalahannya.
Pemilihan instrument penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu
objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti, dan
teknik yang akan dipergunakan untuk mengelola data bila telah terkumpul. Dengan
melihat permasalahan dan aspek yang hendak diukur dan diteliti dalam penelitian ini
maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:
1) Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada
beberapa pihak karyawan dan pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini
kepada BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran Makassar.
2) Dokumentasi, yaitu  suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka
dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Data dokumentasi yang
dimaksud dalam penelitian ini bukanlah data dokumen tentang kerahasiaan Bank.
E. Teknik Pengumpulan Data
Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih disesuaikan
dengan analisis kebutuhan dan kemampuaan peneliti sendiri tanpa maksud
mengurangi prosedur yang berlaku. Teknik yang digunakan pada pengumpulan data
ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian Keperpustakaan (Liberary Research), yaitu tehnik pengumpukan data
dengan jalan menelaah buku-buku literatul, artikel dan karya-karya ilmiah yang
dianggap memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi ini, dengan cara:
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1. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip suatu pendapat sesuai dengan
kalimat aslinya dari sumber buku tanpa ada perubahan sedikitpun di dalamnya
(redaksi) maupun maknanya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis menggunakan ide dari suatu pendapat
kemudian penulis menuangkan dalam redaksi lain tanpa mengurangi arti dan
maknanya.
b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara
terjun langsung ke lapangan (lokasi) penelitian, di mana penulis langsung
melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti.
F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam pembahasan ini
adalah teknik kualitatif yakni pengolahan data yang menghendaki teknik analisis dan
interpretasi dalam bentuk konsep yang mendukung obejek pembahasan.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
sebagai berikut:
a. Metode induktif, yakni menganalisa data dengan bertolak dari hal-hal yang
bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode Deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat
khusus untuk mendapatkan kesempatan yang bersifat khusus.
c. Metode Komperatif, yakni suatu metode dengan penganalisaan dengan jalan
membanding-bandingkan antara suatu dengan yang lain, menyimpulkan data
tersebut suatu rumusan baru dengan bahasa penulis.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Singkat Bank
1. Sejarah Berdirinya BNI
Perjalanan Bank BNI diawali pada tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan
Indonesia. Pada mulanya kehadihan Bank BNI dimaksudkan untuk bertindak selaku
Bank Sentral yang bertanggungjawab dalam menerbitkan dan mengelolah mata uang
rupiah. Dalam perkembangannya, Bank BNI mencatat kemajuan yang pesat hingga
akhirnya Bank BNI berubah status menjadi Bank komersial pada tahun 1968, dengan
fokus pelayanan pada pengembangan sektor industri di Indonesia, Bank BNI secara
bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Seiring perjalanan waktu, Bank BNI semakin mengembangkan keahliannya di
kanca perbankan Indonesia dan menjadi salah satu Bank Pemerintah yang terkemuka.
Pada tahun 1996 Bank BNI menawarkan saham perdananya kepada masyarakat dan
mencatatkan sahamnya di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Penawaran
perdana ini memungkinkan Bank BNI untuk memperkuat modalnya, sehingga
semakin mengukuhkan posisi Bank BNI di industri perbankan di Indonesia.
Dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia,
Bank BNI senantiasa berpijak pada idealisme dan falsafah yang telah dianutnya
selama ini.Hal ini tercermin dalam logo Bank BNI, bahterah berlayar mengarungi
samudera.Bahterah berlayar ditengah samudera merefleksikan harapan, sekaligus
pelindung dan penolong suatu fungsi yang diemban oleh Bank BNI dalam
menjalankan peranannya di kanca perbankan di Indonesia. Sementara itu
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ketangguhan, ketabahan, dan keberanian awak bahterah dalam mengahadapi setiap
kendala mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh pegawai Bank BNI.
Logo Bank BNI juga menggambarkan kemampuan awak kapal dalam
memecah ombak, menunjukkan kecakapan Bank BNI dalam mencari inovasi yang
tiada henti, baik dalam hal produk maupun layanan, Bank BNI memposisikan dirinya
sebagai universal banking yang menawarkan beragam produk dan layanan prima
kepada para nasabahnya.1
Dengan demikian, Bank BNI berharap persepsi nasabah terhadap Bank BNI
akan semakin kuat tidak hanya sebagai bank yang dapat dipercaya dan aman, namun
juga bank yang selalu siap melayani nasabahnya dengan produk-produk yang
inovatif, layanan yang cepat, dan dengan sentuhan pribadi. Persepsi ini terbukti
penting artinya dalam mempertahankan posisi Bank BNI sebagai universal Banking
disamping mendukung pertumbuhan dimasa yang akan dating terutama yang
berkaitan dengan loyalitas nasabah.
2. Sejarah Berdirinya BNI Syariah
Bank BNI Syariah berdiri pada tahun 2000 yang terbentuk secara mandiri
melalui tim proyek internal tanpa bantuan konsultan. Pola yang digunakan BNI untuk
masuk ke dalam pasar perbankan syariah adalah dualbankingsystem. Hal ini sesuai
dengan UU nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk
membuka layanan syariah, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan
perbankan syariah sekaligus.
1PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk, Buku Profil BNI Syariah Makassar 2010.
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BNI syariah yang didirikan sejak tanggal 29 April 2000 membuka layanan 5
(lima) kantor cabang syariah dan 1 (satu) cabang pembantu syariah (KCPS), dan
sehingga april 2012 BNI Syariah telah memiliki 38 kantor cabang, 55 kantor cabang
pembantu, 5 kantor kas, dan 5 kantor mikro. BNI Syariah senantiasa mendapatkan
dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang
meliputi kantor cabang BNI, 6331 jaringan ATM BNI, 21.143 ATM link dan 30.794
ATM bersama, serta fasilitas phonebanking 24 jam.
BNI Syariah Makassar di buka pada tahun 2001 bersama dengan kantor
cabang lain di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung dan Padang. Keputusan BNI
untuk membuka Divisi Usaha Syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan
pasar.Hal ini ditunjang dengan landasan hukum yang jelas dan kondisi yang
memungkinkan pengalaman BNI beroperasi sebagai bank umum konvensional
selama lebih 50 tahun.Selain itu, didukung pula dengan orang-orang yang kapabel
dan berkompeten di bidang Syariah Islam yang duduk sebagai Dewan Pengawas
Syariah (DPS).
Selain adanya faktor legal yang mendukung, pertimbangan lain bagi Bank
Negara Indonesia untuk memberikan pelayanan Perbankan Syariah adanya peluang
bisnis yang besar. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama
Islam yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariah Islam dengan
sebaik-baiknya. Kedua, dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama
Perbankan Syariah, diharapkan Bank Negara Indonesia dapat memaksimalkan retur
sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank Negara Indonesia Syariah secara
keseluruhan.
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Namun demikian dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan maupun
sistem akuntansinya, sama sekali terpisah dengan BNI konvensional yang melakukan
kegiatan perbankan umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang
berlaku dan menjaga agar kegiatan usaha BNI Syariah tidak melanggar prinsip-
prinsip syariah Islam.
Adapun visi dan misi Bank Negara Indonesia syariah adalah sebagai berikut:
a. Visi
Menjadi Bank Syariah yang menguntungkan bagi Bank Negara Indonesia dan
terpercaya bagi ummat muslim dengan bersungguh-sungguh menjelankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip-prinsip/syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan
Hadits.
b. Misi
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada
kelestarian lingkungan.
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untukkebutuhan jasa perbankan
syariah.
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagiinvestor.
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan
berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau kerangka yang menunjukan
segenap fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.
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Struktur organisasi dimasukkan untuk memungkinkan adanya koordinasi antara
semua satuan dan jenjang utama dalam pengambilan Keputusan.2
Pada struktur Bank BNI Syariah yang mengawasi produk dan layanan syariah
agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah
yang dibentuk oleh setiap bank syariah dan wajib dimasukkan dalam struktur
organisasinya.
Tugas Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan aktif maupun pasif secara periodik dan memberikan
pengarahan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan syariah.
b. Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur dan Komisariat mengenai
perkembangan produk dan kegiatan usaha syariah.
c. Menyiapkan laporan hasil pengawasan kepada Komisaris utama dan Dewan
Syariah Nasional dengan tembusan kepada Bank Indonesia sekurangnya satu kali
dalam setahun.
d. Merumuskan hal yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
Dalam menjalankan bisnisnya, Bank BNI Syariah dipimpin oleh seorang
Pemimpin Divisi Usaha Syariah dan dua orang Wakil  Pemimpin Divisi. Pada
struktur organisasi Bank BNI, Pemimpin Divisi Usaha Syariah bersama dengan
Divisi Usaha Kecil dan Menengah berada dibawah pengawasan Direktur Komersial.
Untuk lebih jelasnya akan digambarkan struktur organisasi Bank Negara
Indonesia Syariah Cabang makassar secara lengkap, sebagaimana terlampir.
2Lukman Danda Widjaya,Manajemen Perbankan Syariah.,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001),
h.25.
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SKEMA 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PT. BNI SYARI’AH CABANG MIKRO
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Uraian terhadap masing-masing jabatan dituangkan dalam sebuah Buku
Pedoman Perusahaan (BPP).Dalam BPP tersebut telah dijelaskan secara rinci
mengenai ikhtisar jabatan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan tersebut.3
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ikhtisar dari masing-masing jabatan
tersebut, antara lain:4
1. Pimpinan Cabang
a. Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas cabang dalam
usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan
meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan
administrasi perusahaan.
b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara
utuh, konsisten dan kontinyu.
c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan
dicapai.
2. Pemimpin Bidang Operasional
a. Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di front office dan back office
dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
b. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam
memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan
hasil pemeriksaan oleh audit intern/ekstern telah dilakukan sesuai dengan
rencana/sarana perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
3PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk, Buku Profil BNI Syariah Makassar 2010.
4PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk, Laporan Evaluasi Pelaksana Rencana
Kerja Dan Anggaran Tahunan, 2011. h. 4.
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c. Memberikan advis/konsultasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan
administrasi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, keuangan, logistik, umum,
dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring.5
3. Unit Pelayanan Nasabah
a. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
b. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa DN dan LN.
c. Melayani kegiatan eksternal (Payment Point, Kas Mobil, Kantor Kas dan
Capem).
d. Mengelolah rekening/transaksi giro, tabungan, deposito, ONH dan kiriman
uang.
e. Mengelolah kegiatan bank operasional/persepsi untuk KPKN.
f. Membuat laporan ke bank operasional dan KPKN.
4. Unit Administrasi Keuangan dan Umum
a. Mengelolah sistem otomasi di cabang/ cabang pembantu.
b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.
c. Mengelolah data informasi tentang kondisi keuangan cabang dan rekening
nasabah.
d. Mengelolah laporan cabang : output harian, MIS dan laporan BI/pihak ketiga
lainnya.
e. Mengelolah administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik dan administrasi
umum.
5Ibid., h.7.
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5. Unit Operasional
a. Mengelolah administrasi pembiayaan, portpel pembiayaan dan pemantauan
pemberian pembiayaan.
b. Mengelolah transaksi dan administrasi kliring.
c. Membuat laporan pembiayaan ke BI dan manajemen Bank Negara
Indonesia.
6. Unit Pemasaran Bisnis
a. Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan.
b. Menggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka
peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah
ditetapkan.
7. Unit Branch Quality Assurance
Unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/independen dan tidak
dibawahi lagi oleh pemimpin cabang melainkan langsung dibawahi Divisi
Kepatuhan.Unit tersebut sebelumnya disebut Kontrol Intern. Tugas-tugas
pokoknya antara lain :
a. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kerja setiap unit, sudah sejalan
atau sesuaikah dengan BPP yang ada.
b. Menindaklanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal.
c. Melakukan pemeriksaan secara rutin.6
C. Jenis-jenis Produk dan Jasa BNI Syariah
1) Produk-Produk BNI Syariah
Produk Individu
6Ibid., h. 9.
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a) iB Hasanah Card merupakan Kartu Pembiayaan yang berfungsi seperti kartu
kredit berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan
Syaraiah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MuI/IX/2006 tentang Syariah Card.
b) Griya iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada
individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko,
rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta
rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan
kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.
c) Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan
penyerahan hak penguasaan secara fsik atas barang berharga berupa emas
(lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank
sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
d) Talangan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang
ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan, setoran awal Biaya
Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIh) yang ditentukan oleh Departemen
Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad
ijarah. Talangan haji iB hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah
memiliki Tabungan iB ThI hasanah.
e) Tabungan iB haji hasanah didesain untuk membantu individu dalam
merencanakan pemenuhan Biaya Penyelengaraan Ibadah haji.
f) Tabungan iB hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan dalam mengelola
dana serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan iB hasanah dilengkapi
dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat
dipergunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo MasterCard di
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seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB hasanah juga dapat diakses melalui
internet banking, SMS banking, dan phone banking. Tabungan iB hasanah
dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI.
g) Tabungan iB Prima hasanah adalah produk turunan dari Tabungan iB
hasanah yang ditujukan untuk individu yang menginginkan layanan lebih dan
diberikan fasilitas executive lounge di bandara kota-kota besar di Indonesia.
h) Tabungan iB Tapenas hasanah adalah tabungan perencanaan dalam mata
uang Rupiah yang digunakan untuk mewujudkan rencana masa depan,
misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan, dan liburan.
i) Multiguna iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang
diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan
konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai
material) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan profesional dan
pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan
tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam syariah Islam.7
Produk Usaha Kecil
a) Tabungan iB Bisnis hasanah adalah produk yang ditujukan untuk usaha kecil
atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih
detail dalam buku tabungan. Tabungan iB Bisnis hasanah dilengkapi dengan
kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan
untuk bertransaksi pada merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain
7PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk, Buku Profil BNI Syariah Makassar 2010.
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itu, Tabungan iB Bisnis hasanah juga dapat diakses melalui internet banking,
SMS banking, dan phone banking. Tabungan iB Bisnis hasanah dapat dibuka,
tarik, dan setor di seluruh cabang BNI. Tabungan ini dilengkapi dengan
fasilitas executive lounge.
b) Giro iB Hasanah adalah rekening giro yang dilengkapi dengan fasilitas
cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.
Giro iB hasanah dapat diandalkan karena mempunyai banyak fasilitas dan
keunggulan.
c) Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja
dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
d) Tunas Usaha iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi
yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable
dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi
Presiden nomor 6 tahun 2007.
e) CCF iB Hasanah, merupakan pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu
dijamin dengan simpanan/investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan
yang diterbitkan BNI Syariah.
f) Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI
Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola
executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS,
KJKS, dan lainnya untuk disalurkan kepada end user (pengusaha mikro, kecil,
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dan menengah syariah). Kerjasama dengan lKS dapat dilakukan secara
langsung ataupun melalui lembaga pendamping.
g) Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif
di mana BNI Syariah sebagai pemilik ana menyalurkan pembiayaan dengan
pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai
(kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah kepada end user/karyawan.
h) Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk
tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil
berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.8
Produk Institusi
a) Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk
tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan
hukum yang berada pada skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah
maupun valas.
b) Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah
bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang
berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama,
menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang
sama pula.
c) Multifnance iB Hasanah adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola
executing, kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan
pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
8Op cit., h. 27.
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d) Pembiayaan Kerjasama dengan Dealer iB Hasanah, merupakan pola
kerjasama pemasaran dengan dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi
pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user
dalam jumlah yang cukup banyak.
e) Fleksi iB Hasanah, adalah kerjasama dengan perusahaan/lembaga/ instansi
dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini
perusahaan melakukan pendebetan gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.
f) Cash Management, adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti corporate
internet banking yang dapat digunakan oleh perusahaan/lembaga/instansi.
Produk ini dilengkapi dengan fasilitas virtual account.
g) Payment Center, adalah kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal
jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat
digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan
sebagainya.
h) Payroll Gaji, adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI
Syariah atas dasar perintah dari perusahan/instansi pembayar gaji untuk
mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.
Selain produk-produk institusi tersebut di atas, BNI Syariah juga menyediakan
pembiayaan onshore, pembiayaan anjak utang dan anjak piutang, pembiayaan ekspor,
l/C impor, Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, RTGS, dan
Deposito iB hasanah.9
9Ibid., h.28.
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2) Jasa Layanan PT. BNI Syariah
a. ATM (AutomaticTellerMachine)
Mesin anjungan tunai mandiri yang ditempatkan di Cabang BNI
Konvensional atau BNI Syariah dan di tempat tertentu yang dapat digunakan oleh
nasabah yang memiliki dan menggunakan Kartu Debet Syariah Plus untuk melakukan
transaksi di ATM.
b. Kiriman Uang
Kiriman uang adalah kiriman uang dari cabang BNI Syariah ke cabang BNI
Konvensional ataupun sebaliknya yang dapat dilakukan secara interbranch, dalam
keadaan “On Line”.
c. Inkaso
Inkaso adalah pengiriman surat/dokumen berharga untuk ditagihkan
pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan/ditentukan (tertarik) dalam
surat/dokumen berharga tersebut.Inkaso dari cabang BNI Syariah ke cabang BNI
Konvensional ataupun sebaliknya yang dapat dilaksanakan dengan penyelesaian
seperti pada kiriman uang.
d. Garansi Bank
Garansi bank adalah jaminan pembayaran ganti rugi yang diterbitkan oleh
Cabang Syariah dengan ketentuan nasabah harus menyetorkan penutupan (cover)
sebesar 100% (fullcover).
e. Kliring
Kliring adalah suatu tata cara perhitungan penagihan surat-surat berharga dari
satu Bank peserta kliring terhadap Bank peserta lainnya agar perhitungan tersebut
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terselenggara dengan mudah, aman serta dapat memperlancar lalu lintas pembayaran
giral, dengan prinsip Al Wakalah.
f. Internet Banking dan SMS Banking
Adalah layanan yang berbasis teknologi informasi dimana nasabah dapat
melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank tetapi cukup
melalui handpohone ataupun jaringan internet dimanapun. Layanan ini diberikan
kepada nasabah tabungan, giro perorangan dan giro perusahaan (Corporate).
g. Jual Beli Valuta Asing
Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip Sharf. Jual beli
mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang
sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini .10
D. Hasil Penelitian
a) Kontribusi BNI Syari’ah dalam Memberdayakan UMKM di Kota
Makassar
Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menyalurkan penggunaan
dananya. Dalam kaitannya dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang
terpenting. Tingkat penghasilan dari jenis pembiayaan juga bervariasi tergantung
pada prinsip yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.
Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank maka sesuai dengan
fungsi intermediasinya maka bank berkewajiban untuk menyalurkan dananya tersebut
untuk pembiayaan.11 Dalam hal ini bank harus mempersiapkan kontribusi
10Ibid., h. 29.
11Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (cet. 1 ; Yogyakarta: UPP AMPKN. 2002), h. 20.
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penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan
kebijakan yang digariskan. Adapun alokasi penyaluran dana oleh BNI Syari’ah
mempunyai beberapa tujuan:
1. Mencapai tingkat prifabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi
likuiditas tetap aman.
Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana Bank harus
diarahkan sedemikian rupa, agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah
dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana BNI Syari’ah dialokasikan dalam bentuk:
a. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau mudharabah.
Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama antar dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola.Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung
pemilik modal selama modal kerugian itu bukan akibat kelalaian si
pengelola.12Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian
si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian
tersebut.Pembiayaan jenis ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis yakni
perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa lainnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka pihak BNI Syari’ah telah melakukan
kontribusinya didalam penyaluran dana-dananya tersebut, yaitu sangat difokuskan
kepada sektor UMKM sebagaimana kita ketahui bahwa pihak UMKM-lah yang
berperan penting bagi pemilihan perekonomian, yang hingga saat ini terdapat lebih
12Ibid.,h. 95.
47
dari 39 juta unit usaha mikro dan kecil (99,8% dari seluruh perusahaan yang ada di
Indonesia) dan 55.000 unit usaha berskala menengah (0,14% dari seluruh perusahaan
yang ada di Indonesia), dengan jumlah tersebut UMKM mampu menyerap 73,5 juta
tenaga kerja (82% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia).13
Melihat keadaan tersebut, pihak BNI Syari’ah berupaya memberikan
perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan UMKM, termasuk di antaranya
melalui dukungan modal, bantuan teknologi dan informasi, peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini pihak BNI Syari’ah melakukan suatu
kerjasama kepada berbagai pihak yakni Pemerintah, lembaga keuangan dan
masyarakat secara luas dalam mewujudkan perbaikan ekonomi melalui pembangkitan
UMKM.
Adapun yang telah di bantu oleh PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran
Makassar
.
No Nama
Usaha
Plafod
(Rp)
Jangka
waktu
Penghasilan
Perbulan
Bukti Kemajuan
Usahanya
1. Pedagang 60.000.000 12 Rp. 10.000.000 Awalnya
penghasilan
perbulan hanya ¼
dari sekarang.
2. Pedagang 100.000.000 12 Rp. 25.000.000 Penghasilan tiap
bulan mengalami
peningkatan yang
cukup besar.
3. Pedagang 150.000.000 12 Rp. 35.000.000 Usahanya yang
dulu cuma satu
13Imam Hilman, Perbankan Syari’ah Masa Depan, (cet. 1; Jakarta: Senayan Abdi Publishing,
2003)., h. 145.
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tempat sekarang
sudah buka
beberapa cabang.
4. Pedagang 50.000.000 12 Rp. 9.000.000 Penghasilan
mengalami
perkembangan
tiap bulan.
5. Pedagang 25.000.000 12 Rp. 8.000.000 Penghasilan
perbulan
meningkat
dibanding tahun
lalu.
6. Pedagang 35.000.000 12 Rp. 9.000.000 Penghasilan tiapbulan meningkat
dan adanya
penambahan
karyawan
Dari hasil wawancara beberapa responden mengenai kontribusi pembiayaan
mudharabah terhadap tingkat pendapatan nasabah, banyak nasabah yang merasa
sangat puas dengan adanya pembiayaan mudharabah hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya jumlah nasabah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa
nasabah sebagai salah satu nasabah PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran, sebagai
berikut :
"Saya merasa sangat puas dengan adanya pembiayaan mudharabah karena
dengan adanya pembiayaan tersebut usaha dagang saya bisa lebih besar dibanding
sebelumnya, sehingga pendapatan yang saya peroleh meningkat.”14
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Megawati Usman, sebagai berikut :
14Siti Nurbaedah (Nasabah), wawancara di Veteran Selatan, (10.30),  29 Juli 2013.
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“Selama saya meminjam dana dari PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran
Makassar dana itu saya kelola dan akhirnya dapat meningkatkan usaha yang saya
kelola saat ini samapi sekarang.”15
Salah satu informan lainnya dari PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran
Makassar yaitu Ibu Intan selaku Devisi Pembiayaan mengemukakan pendapatnya
bagaimana respon masyarakat terhadap berdirinya PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro
Veteran Makassar, sebagai berikut :
“Masyarakat sangat respek terhadap berdirinya PT. BNI Syari’ah Cabang
Mikro Veteran ini, dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah nasabah dan
mengenai pembiayaan mudharabah mereka sangat merasa puas karena dengan adanya
pembiayaan tersebut pendapatan mereka meningkat karena pembiayaan yang
diberikan dapat dikelola dengan baik.”16
Dari hasil wawancara dengan Devisi Pembiayaan PT. BNI Syari’ah Cabang
Mikro Veteran Makassar, dapat disimpulkan bahwa PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro
Veteran Makassar memberikan peranan yang sangat besar dalam pembiayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Makassar. Dan semenjak
adanya PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran Makassar ini para UMKM
mengalami peningkatan dalam usahanya, baik dari segi permodalan maupun
usahanya.
Adapun perkembangan pembiayaan Mudharabah pada tahun 2011 dan 2012
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
15Megawati Usman (Nasabah), wawancara di Kumala, (13.00), 30 Juli 2013.
16Ibu Intan (Devisi Pembiayaan), wawancara di PT. BNI Syari’ah Cabang Mikro Veteran
Makassar, (13.00), 29 Juli 2013.
50
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah
Per 31 Desember 2011
Sektor
Ekonomi
Lancar Kurang
Lancar
Diragukan Macet Total
Pertanian,
Kehutanan,
dan Sarana
Pertanian
92. 500 - - - 92.500
Industri
Pengelohan
444.916 - - - 444.916
Perdagangan,
Restoran, dan
Hotel
4.943.659 19.250 75.000 20.000 5.057.909
Pengangkutan,
Pergudangan,
dan
Komunikasi
6.458 - - - 6.458
Jasa-jasa
dunia usaha
699.445 - - - 699.445
Lain-lain 359.328 - - - 359.328
Total Piutang
Pembiayaan
6.546.306 19.250 75.000 70.000 6.710.556
*Sumber Laporan Keuangan BNI Syari’ah Cbg. Mikro Veteran Periode 2011
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Perkembangan Pembiayaan Mudharabah
Per 31 Desember 2012
Sektor
Ekonomi
Lancar Kurang
Lancar
Diragukan Macet Total
Pertanian, dan
Kehutanan
417.000 - - - 417.000
Industri
Penelolah
- 400.000 - - 400.000
Perdagangan,
Restoran, dan
Hotel
5.899.737 751.653 213.363 - 6.864.753
Pengangkutan,
Pergudangan,
dan
Komunikasi
1.667 4.583 - - 6.250
Jasa-jasa
dunia usaha
844..167 40.000 149.000 - 1.033.167
Lain-lain 42.389 - - - 42.389
Total Piutang
Pembiayaan
7.204.960 1.196.236 362.363 - 8.763.559
* Sumber Laporan Keuangan BNI Syari’ah Cbg. Mikro Veteran Periode 2012
Dari data tahun 2011 sampai dengan 2012 diatas dapat disimpulkan bahwa
pembiayaan mudharabah pada di sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian
mengalami peningkatan dari Rp 92.500 sampai Rp 417.000 (22%). Disektor industri
pengolahan mengalami peningkatan dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 400.000 (9%).
Disektor perdagangan, restoran, dan hotel mengalami peningkatan dari Rp 444.916
sampai dengan Rp 5.899.737 (26%). Disektor pengangkutan, pergudangan, dan
komunikasi mengalami sedikit penurunan dari Rp 6.458 ke Rp 6.250 (3%). Sektor
jasa-jasa dunia usaha mengalami peningkatan dari Rp 699. 445 sampai dengan Rp
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1.033.167 (32%), dan pada sektor lain-lain mengalami penurunan dari Rp 359.328 ke
Rp 42.389 (47%). Jadi total piutang pembiayaan pada tahun 2011 sebesar Rp
6.710.556 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 8.546.115 (23%).17
b) Hambatan-hambatan yang dihadapi BNI Syari’ah dalam Memberdayakan
Sektor UMKM di Kota Makassar
Perkembangan sektor perbankan yang terlalu cepat dan tidak disertai
infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan
usaha dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang professional.Banyak bank
yang tidak memiliki strategi-strategi usaha yang fokus.Penyaluran pembiayaan
dilakukan tanpa melalui strategi segmentasi atau distribusi dan diversifikasi yang
jelas. Sementara itu struktur dan kemampuan sumber dana pendukung ekspensi
sangatlah lemah, sehingga menimbulkan gap yang cukup besar. Lebih mengerikan
lagi ternyata banyak Bank yang beroperasi seandainya tanpa disertai mekanisme
pengawasan yang memadai.Kurang perhatian terhadap aspek manajemen perbankan,
yang mana hal ini menyebabkan pengelolaan resiko menjadi terabaikan.
Ketatnya persaingan di sektor perbankan menuntut perbankan mengadaptasi
penggunaan teknologi canggih untuk melakukan perbedaan dan meningkatkan mutu
pelayanan.Misalnya, banyaknya Bank dengan skala usaha yang kecil menyebabkan
penggunaan teknologi menjadi tidak optimal atau dalam kondisi under full
capacity.Hal ini menimbulkan konsekuensi biaya operasi yang tinggi atau
inefisiensi.18
17Sumber Laporan Keuangan BNI Syari’ah Cbg. Mikro Veteran Periode 2011 dan 2012
18Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan
Ancaman, (Cet, III; Ekonosia: 2004), h. 69.
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Beberapa masalah mendasar perekonomian yang harus menjadi fokus peran
sektor perbankan seperti:
a. Pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan).
b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
c. Pengembangan industri yang berorientasi ekspor dengan kandungan lokal.
Untuk dapat mengentaskan masalah perekonomian maka diperlukan sistem
perbankan yang sehat dan tangguh. Beberapa tantangan internal sektor perbankan
adalah:
1. Meningkatkan kualitas aktiva melalui rekstrukturisasi kredit.
2. Memperkuat basis permodalan.
3. Memiliki strategi usaha yang fokus dengan suatu core competence.
4. Memperkuat basis sistem operasional untuk memperluas sistem distribusi
penyaluran kredit.
Melalui masalah dan tantangan perbankan diatas maka mengakibatkan pula
BNI Syari’ah dalam memasarkan produk jasanya.Dalam hal ini pihak BNI Syari’ah
mengalami kendala dalam menyalurkan pembiayaannya sehingga menghambat BNI
Syari’ah dalam memberdayakan sektor UMKM yang ada di Kota Makassar. Diantara
hambatan-hambatan tersebut adalah :
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syari’ah
Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip
perbankan syari’ah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi islam telah
jelas, yaitu melarang riba serta akumulasi kekayaan hanya pihak tertentu secara adil.
Akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar
54
dan hubungan antara Bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam
Bank Syari’ah masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.19
Adanya perbedaan karakteristik produk Bank konvensional dengan Bank
Syari’ah telah menimbulkan adanya keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh
hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan.
Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada
Bank Syari’ah jug dapat memberikan kuntungan financial yang kompetitif. Di
samping itu, sistem perbankan Syari’ah adalah adanya moral force dan tuntutan
terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan
mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha Bank maupun nasabah.
Dengan demikian kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan pula
lembaga keuangan BNI Syari’ah tidak diketahui oleh masyarakat, bagaimana sistem
dan cara kerja Bank tersebut terutama bagi produk pembiayaan. Hal inilah yang
menghambat BNI Syari’ah dalam memberdayakan sektor UMKM, karena
kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana BNI Syari’ah itu
sendiri.
2. Pihak UMKM masih banyak belum memiliki legalitas usaha
Pembiayaan oleh BNI Syari’ah pada dasarnya adalah pembiayaan yang
bersifat konservatif (penyaluran dana dengan syarat yang cenderung ketat), yang
dapat dimengerti mengingat posisi perbankan sebagai pengelola dana harus
melindungi kepentingan masyarakat sebagai penyimpangan dana (tidak boleh
menyalurkan dana ke sektor usaha yang beresiko tinggi).
19Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, (Cet, 1; Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 225.
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Kebanyakan pihak UMKM yang mengajukan atau bermohon untuk
memperoleh pembiayaan tersebut.20 Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
BNI Syari’ah untuk menetapkan persyaratan bagi setiap UMKM yang mengajukan
permohonan pembiayaan agar peran dan tugas perbankan Syari’ah dapat dijamin
dengan penerapan nilai-nilai Syari’ah:
1. Melampirkan legalitas usaha berupa :
a. Akta pendirian berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan
Pemerintah.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
c. Surat izin tempat usaha.
d. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (SI UUG/HO)
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Foto copy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp 50 juta.
3. Laporan keuangan dan SPPT PPH.
4. Untuk perusahaan individual yang telah beroperasi 2tahun menyerahkan jaminan
dan bukti pelunasan dan PBB terakhir.
5. Jaminan yang diansuransikan dan biaya premi atas beban usaha.
Ketika para UMKM yang mengajukan permohonan pembiayaan banyak
diantara mereka yang belum memenuhi syarat administratifnya tersebut.Hal yang
paling sering didapatkan oleh BNI Syari’ah adalah kurangnya persyaratan mengenai
legalitas usahanya.Sebagaimana kita ketahui bahwa legalitas usaha itu diperlukan
oleh pihak Bank untuk mengetahui pengakuan Pemerintah atas usaha yang dimaksud,
20Hasil Wawancara dengan Intan, AO-Pembiayaan , tanggal 6 Mei 2013, di Kantor BNI
Syari’ah Cabang Mikro Veteran-Makassar.
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hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadapusaha yang dilarang
pemerintah seperti usaha barang terlarang dan usaha merusak lingkungan, dll.21
Namun anehnya bagi pihak UMKM tersebut tidak berupaya untuk melengkapi
persyaratan tersebut, sehingga pihak BNI Syari’ah menolak pengajuan permohonan
pembiayaan yang diajukan tersebut.Hal inilah yang menghambat BNI Syari’ah dalam
menyalurkan pembiayaan tersebut.
3. Volume pekerjaan kurang sebanding dengan tenaga kerja yang ada.
Pengelolaan usaha yang berhasil pada dasarnya tergantung dari keefektifan
usaha tersebut untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada.Sumber daya
yang paling utama dalah sumber daya manusia (SDM), dari mulai buruh sampai
personal manajerial.Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa manusialah suatu
usaha menjadi berhasil atau gagal.Dengan demikian dapat disadari pentingnya
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang ada.
Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa betapa pentingnya sumber daya
manusia (SDM) dalam suatu usaha yang mana dalam hal ini adalah tenaga kerja yang
ada pada suatu usaha. Hal inilah yang menjadi kendala lagi bagi pihak BNI Syari’ah
dalam menyalurkan dananya kepada pihak UMKM dikarenakan usaha yang
dijalankannya masih sedikit tenaga kerja yang ada dalam usaha tersebut tidak
sebanding dengan pekerjaan yang ada dalam usaha itu sendiri otomatis usaha tersebut
akan tidak lancar dan pastinya akan macet.
21Sunarto Sulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Cet, 1; Jakarta: Zikrul
Hakim, 2003), h. 143.
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c) Langkah-langkah yang Ditempuh BNI Syari’ah dalam Memberdayakan
Sektor UMKM di Kota Makassar.
Tidak diragukan lagi bahwa peran sektor perbankan sangat diperlukan sekali
untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian. Peran tersebut sangat
ditentukan oleh pembangunan yang ditetapkan oleh kekuatan politik baru yang kuasa,
disamping kepentingan komersial dan kekuatan pelaku asing yang tidak dapat
diabaikan. Yang jelasnya, sebagian masyarakat sangat berharap dilakukan reposisi
sektor perbankan sebagai Agen Of Development.22
Perbankan syari’ah sebagai manajer investasi, wakil atau pemegang amanat
dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian seluruh keberhasilan
dan resiko dunia usaha pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada
pemilik dan sehingga menciptakan suasana harmonis. Dalam konteks makro, modus
rill menghindari terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi sehingga
menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat.
Skema produk perbankan Syari’ah secara ilmiah merajuk kepada dua kategori
kegiatan ekonomi yakni produksi dan distribusi.Kategori pertama difasilitasi melalui
skema profit sharing atau mudharabah dan partnership atau musyarakah, sedangkan
kegiatan distribusi yakni memanfaatkan hasil-hasil produk dilakukan melalui skema
jual beli atau murabahah.
Melihat peran perbankan diatas dalam perekonomian, BNI Syari’ah perlu
untuk mengembangkan perbankan syari’ah dengan memberdayakan sektor UMKM
maka akan membantu roda perekonomian di Indonesia. Untuk itu langkah-langkah
22Muhammad Syafi’I Antonio, op cit., h. 71.
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yang ditempuh oleh BNI Syari’ah dalam memberdayakan sektor UMKM di Makassar
terdiri atas faktor ekternal dan internal BNI Syari’ah itu sendiri:
1. Faktor Ekternal
Faktor ekternal yang dilakukan BNI Syari’ah adalah:
a. Melakukan pemasaran proaktif atau mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi
target pembiayaan.
Agar dana yang dilakukan oleh BNI Syari’ah dapat digunakan dengan sebaik-
baiknya oleh para UMKM amak pihak Bank terlebih dahulu melakukan pemasaran
secara proaktif yakni mengunjungi lokasi-lokasi yang dijadikan target pembiayaan
tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dimintainya, maka pihak BNI Syari’ah akan
menindak lanjuti apakah layak atau tidak memperoleh pembiayaan.
Sukses atau tidaknya suatu Bank Syari’ah  tergantung kemampuan Bank
tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kemampuan memenuhi
pasar tersebut suatu bank akan dapat memasarkan produk-produknya terutama produk
pembiayaan untuk para UMKM. Dengan demikian, sangat penting bagi suatu Bnak
untuk memahami dan mengembangkan program pemasaran yang proaktif untuk
produk dan jasa-jasa perbankan tersebut.
Pihak BNI Syari’ah mempunyai target dalam melakukan pemasaran untuk
penyaluran pembiayaan. Adapun target tersebut sebagi berikut:
1. Target Area
Pihak BNI Syari’ah lebih memfokuskan pemenuhan kebutuhan
pembiayaannya pada area tertentu. Dengan demikian, UMKM yang mendapatkan
pembiayaan tersebut dapat dijangkau dan diawasi, serta pihak BNI Syari’ah dapat
mmbantu para UMKM tersebut dalam hal manajemen usahanya.
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2. Target Nasabah
BNI Syari’ah mempunyai dan memfokuskan pemasaran produk
pembiayaannya kepada pihak UMKM, karena pihak UMKM-lah yang pada saat ini
sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.
Adapun target peninjauan lokasi-lokasi oleh pihak BNI Syari’ah adalah
lokasi-lokasi:
1. Lokasi tersebut adalah lokasi yang memang benar bahwa lokasi tempat usaha,
yang mana terdapat sejumlah kegiatan usaha. Dan usaha tersebut adalah usaha
yang telah berjalan beberapa tahun bukan usaha yang baru didirikan.
2. Lokasi tersebut yang memiliki kegiatan usaha juga memiliki beberapa tenaga
pekerja yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam kegiatan usaha tersebut.
Setelah pihak BNI Syari’ah melakukan pemasaran dengan mengunjungi
lokasi-lokasi target pemberian pembiayaan tersebut maka pihak Bank apabila telah
sesuai dengan persyaratannya untuk memperoleh pembiayaan segera melakukan
tindak lanjut untuk memenuhi dan menerima permohonan pembiayaan yang diajukan
tersebut.
b. Berupaya menjalin kerjasama dengan BMT yang ada di Kota Makassar
Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan
bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Segmen masyarakat biasanya dilayani oleh BMT adalah masyrakat kecil yang
kesulitan berhubungan dengan Bank.23
Untuk itu BNI Syari’ah dalam menyalurkan dana pembiayaannya melakukan
kerjasama dengan BMT, karena jumlah permintaan masyarakat yang cukup besar
23Ibid.,h. 135.
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maka BMT tersebut mengalihkannya kepada Bank Syari’ah sebagai jalan untuk
membantu para UMKM itu dalam memperoleh pembiayaannya.
Dengan demikian, untuk menjalankan fungsi kestabilan sektor keuangan
diperlukan suatu strategi untuk menjamin efektifitas pemantapan kestabilan sistem
keuangan dan dalam mengambil langkah solusi yang perlu dilakukan apabila terjadi
krisis keuangan. Kerjasama antara BNI Syari’ah dengan BMT akan menjadi suatu
bisnis syari’ah dengan jaringan yang kuat dan kokoh karena BMT dan BNI Syariah
memiliki investasi penjamin likuiditas. BMT dan BNI Syari’ah telah bekerjasama
untuk membantu para UMKM yang membutuhkan modal, BMT bisa memenuhi
permohonan pembiayaan dikarenakan standar permohonannya sangat besar maka
BMT tersebut meneruskannya ke BNI Syari’ah.
c. Mencari sentra-sentra bisnis yang prosektif untuk dapat diberikan
pembiyaannya.
Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang
kekurangan dana. Namun demikian dalam perkembangnnya, inisiatif tersebut tidak
mesti datang dari nasabah juga, akan tetapi juga dapat memunculkan dari office
Bank. Office Bank Syari’ah dalam mencari sentra bisnis untuk penyaluran
pembiayaannya telah mampu untuk menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu
pihak BNI Syari’ah akan melakukan solicit.24 Hal-hal yang akan terjadi acuan BNI
Syari’ah untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek antara lain:
1. Trend Usaha
Pihak BNI Syari’ah harus memiliki wawasan yang luas tentang usaha-usaha yang
sedang menjadi isu nasional, baik usaha yang prospektif, usaha-usaha yang gagal
24Sunarto Sulkifli, op cit., h. 138.
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ataupun usaha-usaha yang memenuhi unsur penipuan belaka.Dalam beberapa
kasus, beberapa Bank biasanya menetapkan arah kebijakan bisnis tertentu seperti
Bank yang memprioritaskan pada usaha properti, perdagangan, pertanian, dan
lain-lain.Dengan demikian pihak Bank dapat menolak suatu usaha usulan yang
tidak sejalan dengan kebijakan Bank.Secara singkat pihak BNI Syari’ah dapat
langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda, ataupun tidak
menyetujui suatu usaha atau proyek yang diajukan.
2. Peluang Bisnis
Untuk melihat peluang usaha diperlukan intuisi yang tinggi disamping wawasan
bisnis yang kuat.Usaha atau proyek yang memiliki peluang ataupun prospek yang
baik tidak mesti merupakan usaha yang sedang trend. Usaha yang trend belum
tentu merupakan peluang bisnis, karena bias saja menjadi jenuh karena terlalu
banyak “permainan”. Hal ini dapat digunakan oleh pihak BNI Syari’ah untuk
menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaannya.
3. Reputasi bisnis perusahaan
Reputasi yang baik serta pengalaman bisnis yang lama dapat menjadi langka awal
untuk menentukan keputusan awal yang harus dibuat.Hal ini dapat dipahami
karena dunia bisnis tidak dapat dipakai begitu saja secara teorikal, tetapi banyak
implementasi bisnis yang terkadang jauh berbeda dari teori bisnis yang
dipelajari.Sebagai contoh, bisnis pengadaan barang untuk pasar induk.Secara
teori, tingginyapermintaan mengakibatkan harga meningkat.Namun pada
prakteknya, harga dapat turun dan naik secara tiba-tiba akibat ada pihak-pihak
yang tidak bertanggungjawab yang berperan sebagai penentu harga
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pasar.Pengusaha atau pebisnis yang memiliki pengalaman cukup lama biasanya
sudah mengerti bagaimana menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.
4. Reputasi manajemen
Terkadang terdapat perusahaan baru yang mengajukan permohonan pembiayaan,
namun dikendalikan oleh manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman
bisnis yang sama atau sejenis. Hal ini pun dapat menjadi dasar pertimbangan
pengambilan keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan.
Hal di atas merupakan cara-cara tau langkah-langkah BNI Syari’ah dalam
menyalurkan dananya terkait dengan pencarian sentra-sentra bisnis yang prospektif
untuk memperoleh pembiayaan dengan demikian BNI Syari’ah telah melakukan
langkah-langkah dalam memberdayakan sektor UMKM yang ada di Kota Makassar.
2. Faktor Internal
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak BNI Syari’ah dalam
pemberdayaan UMKM yaitu meningkatkan beberapa faktor yang ada di dalam BNI
Syari’ah itu sendiri :
a. Pengembangan jaringan BNI Syari’ah
Perkembangan jaringan BNI Syari’ah terutama diajukan untuk menyediakan
akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa Bank
Syari’ah. Selain itu dengan berkembangnya jaringan BNI Syari;ah akan mendukung
pembentukan pasar uang antara bank yang sangat penting dalam mekanisme
operasional perbankan Syari;ah sehingga dapat berkembang secara melalui cara-cara
berikut :25
25Hasil Wawancara dengan Ibu Intan, AO-Pembiayaan, tanggal 14 Mei 2013, di Kantor BNI
Syari’ah Cabang Mikro Veteran-Makassar.
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1. Peningkatan kualitas umum BNI Syari’ah
2. Pembentukan kantor cabang,  pembentukan kantor cabang ini dilakukan dengan
tiga cara, yakni :
a. Pembentukan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru.
b. Perubahan kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syari’ah
c. Peningkatan status kantor cabangpembantu menjadi kantor cabang syari’ah.
b. Pelaksanaan  kegiatan sosialisasi BNI Syari’ah
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi
yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha BNI Syari’ah kepada masyarakat,
baik itu pengusaha kalangna perbankan maupun masyarakat lainnya.Sesuai
kapasitasanya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan Bank. Bank Indonesia
dapat berperan menjadi narasumber kegiatan BNI Syari’ah. Agar sosialisasi ini dapat
terlaksana dengan baik, diperlukan kerjasama dengan lembag-lembaga lain seperti
perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosisasi, media massa cetak maupun
elektronik, atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang
benar-benar masuk dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.26
c. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) BNI Syari’ah
Untuk SDM, diutamakan peningkatan pemahaman tentang pengertian syari’ah
dalam arti yang sebenarnya, tidak hanya dalam kerangka ekonomi perbankan, tetapi
juga implikasi lain dalam sendi kehidupan umat Islam. Ini penting karena bagi
sebagian besar umat Islam yang menjadi target market BNI Syari’ah. Persoalan
transaksi perbankan bukan sekedar masalah menyimpan atau meminjam uang,
melainkan juga karena unsur beribadah.Unsur ibadah itu lebih kompleks karena
26Muhammad Syafi’I Antonio, op cit., h. 229.
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menyangkut emosional konsumen. Bias jadi, mulai pemahaman akan bank Syari’ah,
keramahan dan bahkan sampai cara berpakaian akan masuk kriteria penilaian calon
konsumen.
Pendidikan SDM juga penting karena ada kecenderungan kalangan perbankan
syari’ah menganggap sepele unsur-unsur syari’ahnyadan lebih tertarik pada teknis
perbankan untuk menyedot dana dari masyarakat muslim padahal semestinya jika
memang sumber daya manusia (SDM) perbankan Syari’ah ingin maju, kekhasan
Bank jenis ini harus dijaga betul.27
27Imam Hilman, op cit., h. 125.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bentuk dari beberapa uraian sebelumnya maka pada ini akan dikemukakan
beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian sebelumnya. Adapun beberapa
kesimpulan yang dimaksudkan adalah:
Dalam memberdayakan sektor UMKM yang ada di Kota Makassar, terkadang
pihak BNI Syari’ah mengalami hambatan-hambatan ntuk menyalurkan pembiayaan.
Hal itu diantaranya :
a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai system dan prinsip perbankan
syari’ah masih belum tepat, sehingga masyarakat pun tidak tahu bagaimana
BNI Syari’ah itu sendiri. Untuk itu secara praktis, bentuk produk dan jasa
pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta
cara-cara berusaha yang halal dalam BNI Syari’ah itu sendiri masih sangat
perlu disosialkan secara luas.
b. Pihak UMKM masih banyak belum memiliki legalitas usaha dan cenderung
untuk tidak melengkapinya. Legalitas usaha ini sangat penting bagi BNI
Syari’ah dikarenakan legalitas usaha itu sangat diperlukan oleh pihak BNI
untuk mengetahui pengakuanPemerintah ata susaha yang dimaksud. Hal ini
dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang
Pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan
dan lain-lain.
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c. Volume pekerjaan kurang sebanding dengan tenaga kerja yang ada. Sumber
daya manusia (SDM) merupakan hal yang terpenting bagi suatu usaha dapat
menjadi sukses. Dalam hal ini terkadang terdapat suatu usaha melibatkan
tenaga pekerja sangat sedikit tetapi pekerjaan pada usaha tersebut
membutuhkan tenaga kerja yang banyak, hal inilah yang sering kali membuat
suatu usaha akan tidak lancar.
Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNI Syari’ah maka BNI
Syari’ah harus melakukan langkah-langkah untuk memberdayakan sektor UMKM.
Adapun langkah-langkah itu terbagi atas dua faktor,diantaranya:
a. FaktorEksternal
Langkah –langkah ini terdiri atas:
a. Melakukan pemasaran pro aktif atau mengunjungi lokasi-lokasi yang
menjadi target pembiayaan.
b. Berupa menjalin kerjsama dengan BMT yang ada di Kota Makassar.
c. Mencari sentra-sentra bisnis yang prospektif untuk diberikan
pembiayaan.
b. Faktor Internal
a. Pengembangan Jaringan BNI Syari’ah.
b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi BNI Syari’ah.
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan.
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B. Saran
Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan
tentang implikasi dan penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau harapan-harapan
yakni sebagai berikut :
a. BNI Syari’ah hendaknya dapat mempromosikan lagi kepada masyarakat agar
masyarakat dapat lebih mengetahui bagaimana manfaat yang dapat diperoleh
masyarakat dari BNI Syari’ah itu sendiri.
b. Disarankan bagi setiap UMKM untuk lebih memenuhi segala persyaratan oleh
BNI Syari’ah agar mudah memperoleh pembiayaan. Maka UMKM tersebut
harus juga mengembangkan usahanya tersebut.
c. BNI Syari’ah harus lebih meningkatkan mutu layanan kepada nasabah serta
harus tepat waktu atau lebih disiplin dakam jam kerja yang merupakan faktor
pendukung dalam peningkatan mutu layanan terhadap usaha mikro kecil dan
menengah.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  20 TAHUN 2008 TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
Berdasarkan Bab II Pasal 2 beserta penjelasannya pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
UMKM azas-azasnya antara lain ; (1) azas kekeluargaan, yaitu azas yang melandasi upaya
pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan
berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan
ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (2) Azas demokrasi ekonomi,
yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian
nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. (3) Azas kebersamaan, yaitu azas yang
mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (4) Azas efesiensi berkeadilan, yaitu azas yang
mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efesiensi berkeadilan
dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. (5) Azas
berkelanjutan, yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan
melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk
perekonomian yang tangguh dan mandiri. (6) Azas berwawasan lingkungan, yaitu azas
pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. (7) Azas kemandirian, yaitu azas
pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi,
kemampuan, dan kemandirian UMKM. (8) Azas keseimbangan kemajuan, adalah azas
pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah
dalam kesatuan ekonomi nasional. (9) Azas kesatuan ekonomi nasional, adalah azas
pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.
BAB II. PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 4 Prinsip Pemberdayaan UMKM
a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan
prakarsa sendiri.
b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan
kompetensi UMKM.
d. Peningkatan daya saing UMKM.
e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
Pasal 5 Tujuan Pemberdayaan UMKM
a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.
c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,
pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemisikinan.
Pasal 6 Kriteria UMKM
1) Kriteria Usaha Mikro
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diluar
tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah)
2) Kriteria Usaha Kecil
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sampai
paling banyak Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah)
3) Kriteria Usaha Menengah
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha;atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta
rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah)
Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha
(asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang
dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari
penjualan barang dan jasa dalam satu tahun buku.
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